BAB IV
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKUKAN
LEGALISASI TERHADAP STATUS HUKUM WNI ILEGAL

DI MINDANAO SELATAN, FILIPINA

Bab ini akan menjawab hipotesa tentang upaya pemerintah Indonesia
dalam mengatasi permasalahan WNI di Mindanao Selatan, Filipina terutama
upaya KJRI Davao City Filipina dalam melakukan legalisasi terhadap status
hukum WNI pemukim ilegal di Mindanao Selatan, Filipina (2006-2012).

A. Hak Azazi Manusia Dunia dan Status Hukum WNI Ilegal di Mindanao
Selatan, Filipina
Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak Azazi Manusia
(HAM) merupakan hal yang relatif baru. Sejak perjanjian Westphalia tahun
1648 sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945
belum menjadi agenda internasional. Baru beberapa dekade setelah Perang
Dunia II berakhir masalah HAM dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan
bilateral dan multilateral. Dalam pertumbuhannya, demikiaq pendapat Rita
Maran hukum HAM internasional dapat dianggap sebagai yang pertama
merr;bangun paradigm-a tentang arti penting. HAM I-I”al tersebut dilandasi
pemikiran masa lalu bahwa persoalan moral dan hukum dipandang sebagai
sesuatu yang terpisah. Berdasarkan hukum HAM internasional, HAM manusia

bentuk konstituennya adalah hukum bukan politik.
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Batu tonggak hukum HAM terhitung sejak disahkannya piagam PEB
serta Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Deklarasi Universal HAM tahun
1948 bukanlah merupakan hukum yang mengikat. Namun demikian Deklarasi
HAM tersebut telah melandasi pembentukan norma-norma HAM internasional
yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang secara
hukum mengikat negara-negara pihak.26

Batasan dan pembagian bidang, jenis, dan macam HAM Dunia
mencakup enam kelompok:

1) Hak Asasi Politik
a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
c. Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik
lainnya.
d. Hak untuk membuat dan mengajukan suvatu usulan partai.
2) Hak Asasi Hukum
a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan,
b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil.
c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
3) Hak Asasi Ekonomi
a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.

b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.

*Wagiman. Opcit. Hal. 27.
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